
 

 

 
 

BUPATI BANDUNG 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN BUPATI BANDUNG 
 

NOMOR  58 TAHUN  2022 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 45 TAHUN 

2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANDUNG, 
 

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Tambahan Penghasilan 

Pegawai Aparatur Sipil Negara telah diatur dalam 
Peraturan Bupati Bandung Nomor 45 Tahun 2022 
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil 

Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Bandung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Bandung Nomor 52 Tahun 2022 tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 45 
Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai 

Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Bandung; 

  b. bahwa dalam upaya mengoptimalkan kinerja, 

produktivitas kerja dengan penerapan asas keadilan, 
proporsionalitas, peningkatan kesejahteraan pegawai, 

dan sebagai bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil 
Negara pada unit pelaksana teknis pusat kesehatan 
masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Bandung, ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a perlu diubah dan disesuaikan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Bandung Nomor 45 Tahun 2022 
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil 
Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Bandung; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 

Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten 

Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1950 Nomor 2851); 
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  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 5494); 
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Peraangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6477); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang  
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6264); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang 

Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6340); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang 
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi 
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 1636); 
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 
Tahun 2020 Tentang Tata Cara Persetujuan Menteri 
Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan 

Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan 
Pemerintah Daerah; 

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 
Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Evaluasi 
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;  
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 

2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 
2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimaan telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 8);  

19. Peraturan Bupati Bandung Nomor 163 Tahun 2021 

tentang Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita 
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 163); 
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20. Peraturan Bupati Bandung Nomor 164 Tahun 2021 
tentang Penilaian Kinerja Bagi Pegawai Pemerintah 
Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2021 Nomor 164). 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 45 TAHUN 2022 
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR 
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 

BANDUNG. 

 

                        Pasal I 

Ketentuan Pasal 17 dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 45 

Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur 
Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung 
(Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 45 ), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung 
Nomor 52 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 

Bandung Nomor 45 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan 
Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Bandung; (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 

2022 Nomor 52. ) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 17 
 

(1) Bagi pegawai ASN yang ditempatkan pada perangkat daerah 

yang melaksanakan fungsi pemungutan pajak daerah, Rumah 

Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat di 

daerah, diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kriteria 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a, dan 

huruf c. 

(2) Khusus Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan 

Masyarakat pada perangkat daerah yang membidangi 

kesehatan, diberikan tambahan penghasilan berdasarkan 

kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf 

a, huruf b, dan huruf c. 

(3) Bagi pegawai ASN yang ditunjuk sebagai Satuan Kerja Unit 

Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada 

perangkat daerah yang membidangi kesehatan dapat 

diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kriteria 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf c. 

(4) Bagi pegawai ASN yang ditempatkan pada Unit Kerja 

Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), diberikan tambahan 

penghasilan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a, huruf b, dan huruf c. 
 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. 
 

 
 Ditetapkan di Soreang 
 pada tanggal  18 April 2022 

 
               BUPATI BANDUNG, 
  

 ttd 
  

 
 

 

           M. DADANG SUPRIATNA 
 
 

 
Diundangkan di Soreang 

pada tanggal  18 April 2022 
 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG, 
 

 
 ttd 
 

 
CAKRA AMIYANA 

 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR   

 
 

 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
 
 
 

 
 

 
YANA ROSMIANA, S.H.M.H 
Pembina Tk.I 
NIP. 196901011999012001
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